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Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran landasan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional serta relevansinya
terhadap penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam (deep learning). Tujuan penelitian adalah
menganalisis bagaimana regulasi pendidikan berfungsi sebagai dasar normatif dan strategis dalam
mendukung inovasi kurikulum, khususnya Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur
akademik, dan hasil penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan yuridis—terutama UUD
1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi
turunannya—tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menentukan arah, ruang gerak, dan
keberlanjutan implementasi kurikulum. Temuan konseptual utama penelitian ini menegaskan bahwa
pembelajaran mendalam hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila didukung oleh regulasi yang
konsisten dan adaptif, sehingga sekolah dan guru memiliki legitimasi dalam mengembangkan pembelajaran
bermakna. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkuat kajian hubungan antara hukum
pendidikan dan inovasi pedagogis, serta secara praktis memberikan rujukan bagi pengambil kebijakan dalam
merancang kurikulum yang selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Kata kunci: landasan yuridis, kurikulum, deep learning, kebijakan pendidikan, regulasi.

Abstract

This study examines the role of juridical foundations in the organization of national education and their
relevance to the implementation of curricula based on deep learning. The study aims to analyze how
educational regulations function as both normative and strategic foundations in supporting curriculum
innovation, particularly the Merdeka Curriculum. This research employs a qualitative approach with a library
research design through the analysis of statutory regulations, academic literature, and relevant research
findings. The results indicate that juridical foundations—especially the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, and their derivative regulations—not
only ensure legal certainty but also determine the direction, scope, and sustainability of curriculum
implementation. The main conceptual finding of this study emphasizes that deep learning can be effectively
implemented only when supported by consistent and adaptive regulations, thereby providing schools and
teachers with legitimate authority to develop meaningful learning practices. This study contributes
theoretically to strengthening the discourse on the relationship between educational law and pedagogical
innovation and, practically, offers a reference for policymakers in designing curricula aligned with the
principles of deep learning.
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PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah pondasi dalam pembangunan manusia dan keberlanjutan peradaban
bangsa. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dibekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga dibentuk
karakter, nilai, serta keterampilan yang relevan dengan tuntutan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena
itu, penyelenggaraan pendidikan idealnya dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada
tujuan jangka panjang agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan
kebijakan, terutama pada saat terjadi pembaruan kurikulum. Salah satu persoalan mendasar yang sering
muncul adalah belum optimalnya pemahaman terhadap peran landasan yuridis sebagai fondasi utama dalam
setiap kebijakan pendidikan. Landasan yuridis sering diposisikan sekadar sebagai aturan formal, padahal
secara substantif regulasi pendidikan memiliki fungsi strategis dalam menjamin keteraturan sistem, kepastian
hukum, serta keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara kebijakan
hukum dan praktik pendidikan berpotensi melemahkan efektivitas pelaksanaan kurikulum di satuan
pendidikan.

Secara konseptual, landasan yuridis pendidikan merupakan dasar hukum yang mengatur tujuan, fungsi,
serta penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi
dirinya (Muhammad Hifni Fajriani et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas
pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum, harus berpijak pada regulasi yang sah agar memiliki legitimasi,
arah kebijakan, dan jaminan keberlanjutan.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan kompetensi abad ke-21, kebijakan pendidikan di
Indonesia mengalami pergeseran paradigma melalui pengembangan Kurikulum Merdeka yang menekankan
pendekatan pembelajaran mendalam deep learning. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan
kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta mendorong peserta didik untuk
memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Pembelajaran mendalam
dipandang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berorientasi pada penguatan karakter
serta kompetensi peserta didik (Wijaya, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh
kejelasan kebijakan dan kekuatan regulasi yang melandasinya. Kurikulum yang dirancang berbasis
kompetensi dan pembelajaran bermakna memerlukan dukungan hukum yang tidak hanya mengatur struktur
kurikulum, tetapi juga menjamin peran pendidik, peserta didik, dan satuan pendidikan secara proporsional
(Sari & Arta, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa pembelajaran mendalam tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan pendidikan yang bersifat sistemik, karena regulasi yang jelas menjadi faktor penting dalam
memastikan keselarasan antara tujuan kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar (Indarta et
al., 2022).

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan Kurikulum Merdeka dan
deep learning dari perspektif pedagogis dan implementatif. Kajian yang secara khusus menganalisis
keterkaitan strategis antara landasan yuridis pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam masih relatif
terbatas. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan kajian antara regulasi pendidikan sebagai kerangka hukum
dan realitas implementasi inovasi pembelajaran di satuan pendidikan. Padahal, penerapan deep learning
menuntut legitimasi hukum yang kuat agar guru dan sekolah memiliki ruang gerak yang aman dan jelas dalam
mengembangkan pembelajaran bermakna.
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Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara landasan yuridis
pendidikan dan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam dalam konteks pembaruan kurikulum
nasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran landasan yuridis dalam sistem
pendidikan nasional, mengidentifikasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum, serta menganalisis
implikasi yuridis terhadap implementasi deep learning sebagai inovasi pembelajaran. Kajian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum pendidikan, sekaligus menjadi
rujukan praktis bagi pendidik dan pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan kurikulum yang adaptif,
bermutu, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research).
Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konsep dan keterkaitan antara landasan yuridis
pendidikan dan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran mendalam (deep learning), melalui kajian
terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dokumen kebijakan pendidikan dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas
landasan yuridis pendidikan, Kurikulum Merdeka, dan pembelajaran mendalam. Literatur yang dianalisis
dipilih secara purposif berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta
kebaruan kajian, dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir. Selain itu, buku referensi dan hasil
penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat kerangka analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengklasifikasi, dan
mencatat informasi penting dari dokumen dan literatur yang dikaji. Analisis data dilakukan secara tematik
melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi, sintesis, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan
berdasarkan tema utama, yaitu landasan yuridis pendidikan, regulasi kurikulum, dan implementasi
pembelajaran mendalam, kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola hubungan dan implikasi
konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian.

Kebenaran data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen dan hasil
penelitian yang digunakan, serta melalui pengecekan konsistensi antara data, analisis, dan simpulan penelitian.
Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai
sebagai kajian akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan yuridis pendidikan di Indonesia menempati posisi
fundamental dalam menjamin keberlangsungan, keteraturan, dan arah penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial dan kultural, melainkan sebagai tanggung jawab
konstitusional negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
serta kewajiban negara dalam menyelenggarakan dan membiayainya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
pendidikan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan menjadi bagian integral dari tujuan bernegara sejak awal
kemerdekaan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjamin
keberlangsungan sistem pendidikan secara adil dan berkelanjutan (Masfufah et al., 2025)

Temuan ini diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berfungsi sebagai payung hukum utama dalam mengatur seluruh
aspek pendidikan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan
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terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak diselenggarakan secara
sporadis, melainkan dirancang dalam kerangka sistematis yang berpijak pada landasan filosofis, sosiologis,
dan yuridis yang saling terintegrasi. Keterpaduan ketiga landasan tersebut menjadi syarat penting bagi
terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berorientasi pada pengembangan manusia
seutuhnya (Ratnaningrum, 2022)

Berdasarkan analisis dokumen, landasan yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga
sebagai pelindung bagi seluruh unsur pendidikan. Guru memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan
tugas profesionalnya, peserta didik dijamin hak belajarnya, serta satuan pendidikan memiliki legitimasi dalam
mengelola proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi protektif ini menunjukkan
bahwa regulasi pendidikan berperan penting dalam menciptakan kejelasan peran, kewenangan, dan tanggung
jawab seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk dalam konteks pendidikan inklusif dan keadilan
akses pendidikan (Alhadi Alhadi et al., 2024; Kamalia et al., 2025)

Selain itu, landasan yuridis juga berperan strategis dalam menjaga konsistensi kebijakan pendidikan di
tengah dinamika perubahan zaman. Meskipun terjadi pergantian kebijakan kurikulum—mulai dari Kurikulum
2013 hingga Kurikulum Merdeka—prinsip-prinsip dasar dalam UU Sisdiknas tetap menjadi acuan utama. Hal
ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sistem pendidikan nasional, sehingga
pembaruan kebijakan tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar pendidikan dan kepentingan peserta didik.
Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa landasan yuridis pendidikan berfungsi sebagai
pedoman penyelenggaraan, jaminan hak dan kewajiban warga negara, serta sarana pengawasan terhadap mutu
pendidikan nasional secara berkelanjutan (Arif Rembangsupu et al., 2022; Ratnaningrum, 2022)

B. Prinsip Kurikulum dan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa kurikulum memiliki peran strategis sebagai instrumen
utama dalam mentransformasikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam konteks
pendidikan kontemporer, paradigma pembelajaran mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan yang
berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan paradigma ini
menuntut pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan capaian kognitif, tetapi juga
pengembangan pemahaman bermakna, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan pembentukan karakter. Salah
satu pendekatan yang relevan dengan tuntutan tersebut adalah pembelajaran mendalam (deep learning)
(Aripin, 2025; Putri et al., 2024)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa deep learning menekankan proses pembelajaran yang
berorientasi pada pemahaman makna, bukan sekadar penguasaan hafalan atau capaian prosedural. Peserta
didik didorong untuk mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata, melakukan refleksi Kritis, serta
membangun pemahaman secara kontekstual dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, peran guru bergeser dari
sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator dan pendamping belajar yang membimbing peserta didik dalam
proses konstruksi makna. Pendekatan tersebut dinilai selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang
memberikan ruang bagi diferensiasi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan belajar peserta
didik (Kharisma et al., 2025; Manik et al., 2025)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa prinsip deep learning terimplementasi secara konkret dalam
Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Melalui pendekatan berbasis proyek, peserta didik dilibatkan
dalam pembelajaran yang menekankan penguatan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir Kritis, serta
keterampilan kolaboratif. Dengan demikian, pembelajaran tidak semata-mata berorientasi pada capaian
akademik, tetapi juga pada pengembangan kompetensi abad ke-21 dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Namun demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penerapan pembelajaran mendalam
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sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai (Afnanda et al., 2023; Zarkasyi,
2025).

Permendikbudristek Nomor 262 Tahun 2022 tentang Standar Isi dan Proses Pembelajaran menjadi salah
satu bentuk konkret dukungan regulasi terhadap penerapan pembelajaran mendalam. Regulasi tersebut
menyediakan kerangka operasional bagi satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang bermakna,
reflektif, dan berorientasi pada peserta didik. Dengan demikian, deep learning tidak hanya merepresentasikan
inovasi pedagogis, tetapi juga mencerminkan semangat pendidikan yang memanusiakan manusia serta
mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan berkelanjutan (Putri et al., 2024).

C. Keterkaitan Landasan Yuridis dan Inovasi Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara landasan yuridis pendidikan dan
inovasi kurikulum. Setiap upaya pembaruan kurikulum membutuhkan legitimasi hukum agar dapat diterapkan
secara luas, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pengarah kebijakan
yang memastikan bahwa inovasi kurikulum tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai
dasar kebangsaan (Masfufah et al., 2025).

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa landasan yuridis berperan sebagai penjamin mutu sekaligus
pengendali arah inovasi pendidikan. Pengembangan Kurikulum Merdeka, misalnya, tidak terlepas dari
dukungan berbagai regulasi yang mengatur standar nasional pendidikan, asesmen, serta proses pembelajaran.
Kehadiran regulasi tersebut memastikan bahwa inovasi kurikulum tidak berhenti pada tataran konseptual,
melainkan dapat diimplementasikan secara operasional dan terukur di satuan pendidikan (Kamalia et al.,
2025; Zarkasyi, 2025).

Selain itu, keterkaitan antara hukum dan inovasi kurikulum juga tercermin dalam penguatan otonomi
satuan pendidikan. Regulasi yang bersifat adaptif memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan
kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan konteks sosial budaya daerah. Meskipun demikian,
fleksibilitas tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, sehingga tidak mengabaikan standar mutu
dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, hubungan antara landasan yuridis dan inovasi kurikulum
bersifat timbal balik: hukum memberikan kepastian dan arah kebijakan, sementara inovasi kurikulum menjaga
relevansi pendidikan terhadap perkembangan zaman. Pendidikan yang berkualitas bergerak secara dinamis,
namun tetap berlandaskan pada kerangka hukum yang kokoh dan legitimatif (Afnanda et al., 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa landasan yuridis pendidikan memiliki peran strategis dan tidak
terpisahkan dari keberhasilan pembaruan kurikulum nasional, khususnya dalam penerapan Kurikulum
Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (deep learning). Landasan hukum tidak hanya berfungsi sebagai
perangkat normatif formal, melainkan sebagai kerangka legitimatif yang menjamin arah kebijakan, kepastian
pelaksanaan, serta keberlanjutan inovasi pembelajaran di satuan pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi pendidikan berperan sebagai penghubung antara
tujuan ideal pendidikan nasional dan realitas implementasi pembelajaran di lapangan. Keberadaan landasan
yuridis yang jelas memberikan ruang aman dan terarah bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam
mengembangkan praktik pembelajaran bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kompetensi
serta karakter peserta didik. Dengan demikian, penerapan deep learning tidak berdiri semata sebagai inovasi
pedagogis, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terstruktur dan legitimatif secara hukum.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif yuridis dalam kajian Kurikulum
Merdeka yang selama ini lebih dominan dikaji dari sisi pedagogis dan implementatif. Penelitian ini
memperlihatkan bahwa keberhasilan pembelajaran mendalam sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara
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regulasi pendidikan dan praktik pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di masa depan perlu
terus mempertimbangkan integrasi antara inovasi pedagogis dan kerangka hukum yang adaptif.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengambil kebijakan dan praktisi
pendidikan untuk memperkuat pemahaman terhadap peran landasan yuridis sebagai fondasi pembaruan
kurikulum, sehingga Kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara konsisten, bermutu, dan
berkelanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
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